
KOM'S'

SALINAN

KOMTSI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKA]ENE DAN KEPUI.AUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR: t 80 / PP. O 4.2 -Kpt / 7 3 to / KPU -Kab / vr I 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR :751PP.O4.2-

Kpt I 7 3 | O / KPU -Kab / 1I / 2O2O TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TAHUN 2O2O

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAI}UPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang a. Bahwa berdasarkan Pasal 122A ayat (3), Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
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Mengingat

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020, Komisi Pemilihal Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengaktilkan

kembali aktifitas Tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan

Tahapan Pemithan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangk4lene dan Kepulauan

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangkqjene dan Kepulauan

Nomor 7 5 / PP.O4.2-Kpt / 7 3 lO / KPU -Kab / lI I 2O2O tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan

KepuLauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2O2O;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayalan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

48281;

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona

Virus Disiase 2019 (COVID-19);

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O20 tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemlihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
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Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan KabupatenfKota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraarl Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1a98);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2}lg
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan LJmum, Komisi pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita negara Republik Indonesia Tatrun 2O1g Nomor 320)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 201-9 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2}lg
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2A2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil WaIi Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

6r5);

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 441 /PL.O2-SD/OL /KPU lVl/zO2O, Perihal:

Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan

Tahun 2O2A;

Memperhatikan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkqiene dan Kepulauan Nomor

174/PP.O4.2-B.A17310/KPU-Kab/VI/2O2O, Tanggal 15

Juni 2O2O, Perihal Pengaktifan Kembali atas Penundaan

masa kerja Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2O2O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR

7 5 IPP .O4 .2-KW I 7 3 1 0/ KpU -KAB /rr / 2O2O TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN LABAKKANG, KABUPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TAHUN 2O2O,

Menetapkan pengaktifan kembali atas Penundaan tugas dan

masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Labakkang

dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2O2O;

Panitia Pemilihan Kecamatan Labakkang untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2O2O, sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

NO NAMA LIP AI-AMAT

1 2 3 4

1
AKBAR
FAHARUDDIN,S.H L

KP.KOKOA DESA MANAKKU
KECAMATAN LABAKKANG
KAI}UPATEN PANGKEP

2 SYAHRIR L TARAWEANG LABAKKANG

3 ASMAWANI P KP. LASSANG DESA MANAKKU

4. AE}DUL ASIS
NOMPO L

SOREANG KELURAHAN
MANGALLEKANA KECAMATAN
LABAKKANG

5. AI}DUL SALAM L KP.BODDIE DESA KASSILOE
KECAMATAN LABAKKANG.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
- SEKRETARIATKOMISIPEMILIFIANUMUM.-:::-- 

KT{PUPATEN PANGKA.,ENE DAN KEPULAUAN

&pala Sub Bagian Hukum

-.--- ltrllansvur

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagei66la dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

Masa keq'a Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan

terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan

3l Januari 2021;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditet4pkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BURHAN A

ttd
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